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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN





ABSTRAKPilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat didaerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahanNegara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksudadalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri padasetiap daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh pendudukdaerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukansatu paket bersama dengan wakil kepala daerah.Pengawas pilkada memiliki kewenanganmenyelesaikan sengketa pemilihan, prosesnya dilakukan dengan mempertemukan parapihak, agar diperoleh kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini disebutkan pada Pasal 143Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kotamenjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitupenelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum,peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan, Pilkada
ABSTRACT
The elections or the local election is a means of implementing the people's sovereignty in the
area. This is part of the development of the system of governance of the Republic of Indonesia,
which had several changes. Changes in question is the principle of autonomy means freedom to
manage their own regions in each region. The local elections (elections) is done directly by the
local administrative area residents are eligible. The local elections conducted one package along
with the deputy head of the region.Election supervisor has the authority to resolve election
disputes, the process is carried out by bringing the parties together, in order to obtain an
agreement by consensus. It is mentioned in Article 143 of Law No. 1 Year 2015 about concerning
the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 1 Year 2014 regarding the Election
of governors, regents and mayor became Act as amended by Law No. 8 Year 2015.This research
is a normative study. Normative research in question is the research object of study includes
basic norms or rules, principles of law, legislation, comparative law, doctrine and jurisprudence.
Keywords : Bawaslu, Monitoring, Regional Election
I. PendahuluanPengaturan mekanisme pengisianjabatan kepala daerah dalam Undang-undangNomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu, tidak lagimenggunakan istilah pemilihan umumkepala daerah atau pemilukada, tetapi
“pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, ataupemilihan Walikota”. Demikian halnya, yangdigunakan dalam Undang-undang Nomor 22Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota yang daya berlakunyahanya satu hari, serta merta dicabut olehPerppu Nomor 1 Tahun 2014, meskipun tata
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cara pemilihannya tidak lagi secara langsung,namum isitilah yang digunakan sama.1Istilah yang sama kembalidigunakan dalam Undang-undang Nomor 8Tahun 2015 tentang  Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun2015, pemilihan kepala daerah kembaliditetapkan dengan berpasangan. PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota yang selanjutnya disebut“Pemilihan” adalah pelaksanaan kedaulatanrakyat di wilayah provinsi dankabupaten/kota untuk memilih Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Walikota dan Wakil Walikotasecara langsung dan demokratis.2 Pemilihandilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekalisecara serentak di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia. PerubahanUndang-undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undang-undang Nomor 8Tahun 2015, pemilihan kepala daerahkembali ditetapkan dengan berpasangan.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota danWakil Walikota yang selanjutnya disebut“Pemilihan” adalah pelaksanaan kedaulatanrakyat di wilayah provinsi dankabupaten/kota untuk memilih Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Walikota dan Wakil Walikotasecara langsung dan demokratis.3 Pemilihandilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekalisecara serentak di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.Untuk menuju penyelenggaraanpemilihan serentak secara nasional padatahun 2027, ditempuh melalui tujuh tahapan.Tahap pertama pemilihan serentak padabulan Desember 2015, untuk kepala daerahyang masa jabatannya berakhir pada tahun2015 dan bulan Januari sampai dengan bulanJuni tahun 2016. Tahap kedua, pemilihanserentak bulan Februari tahun 2017 untuk
1 Heru Widodo, Hukum Acara Perselisihan
Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta, Sinar Grafika), Halaman13
2Ibid,
3Ibid, Halaman  15.
kepala daerah yang masa jabatannyaberakhir pada bulan Juli sampai denganbulan Desember 2016 dan yang masajabatannya berakhir pada tahun 2017.Tahap ketiga, pemilihan serentakbulan Juni tahun 2018 untuk kepala daerahyang masa jabatannya berakhir pada tahun2018 dan tahun 2019. Tahap keempat,pemilihan serentak tahun 2020 untukGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota hasil pemilihan tahun 2015. Tahapkelima, pemilihan serentak pada tahun 2022untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota hasil pemilihan tahun 2017.Tahap keenam, pemilihan serentakpada tahun 2023 untuk Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertaWalikota dan Wakil Walikota hasil pemilihantahun 2018. Tahap ketujuh, pemilihanserentak pada tahun 2027 untuk Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Dengan penyelenggaraan pemilihanserentak secara bertahap, terdapat daerahyang periodisasi masa jabatannya sudahberakhir namum belum diselenggarakanpemilihan, sehingga terjadi kekosonganjabatan kepala daerah. Untuk mengisikekosongan jabatan Gubernur, diangkatpenjabat Gubernur yang berasal dari jabatanpimpinan tinggi madya sampai denganpelantikan Gubernur. Untuk mengisikekosongan jabatan Buapati/Walikota,diangkat pejabat Bupati/Walikota yangberasal dari jabatan pimpinan tinggi pratamasampai dengan pelantikan Bupati/Walikota.4Agar pemilihan kepala daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan yangberlaku, maka harus ada badan yangmengawasi pelaksanaan pemilihan kepaladaerah.Berdasarkan latar belakang yangpenulis uraikan di atas, penulis inginmengkaji lebih lanjut mengenaipelaksanapengawasan Pemilihan KepalaDaerah, dengan menyusun penelitianberjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap
Pelaksana Pengawasan PILKADA
4Ibid, Halaman 15
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2015 dalam Mewujudkan
Demokrasi di Daerah.
II. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang yangtelah diuraikan di atas, maka permasalahanyang diangkat oleh penulis dalam penelitianini dirumuskan adalah sebagai berikut :1. Bagaimana Undang-undang Nomor 8Tahun 2015 mengatur tentangpelaksanaan pengawasan Pilkada?2. Bagaimana tugas dan fungsi BadanPengawas Pemilihan Umum dalampenyelenggaraan Pilkada?
III. Metode Penelitian
A. Jenis Dan Sifat PenelitianJenis penelitian ini adalah penelitiannormatif. Penelitian normatif yang dimaksudyaitu penelitian yang objek kajiannyameliputi norma atau kaidah dasar, asas-asashukum, peraturan perundang-undangan,perbandingan hukum, doktrin, sertayurisprudensi. 5 Sifat penelitian ini adalahdeskriptif analitis yaitu menggambarkanatau mendeskripsikan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berkaitan denganpelaksana pengawasan Pemilihan KepalaDaerah  secara analitis. 6 Yang mengarahpada penelitian yuridis normatif yaitu suatupenelitian studi kepustakaan terhadapUndang-undang Nomor 8 Tahun 2015tentang Perubahan atas Undang-undangNomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaMenjadi Undang-Undang.
B. Kerangka TeoriKerangka teori dalam penelitianhukum sangat diperlukan untuk membuatjenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukumsampai kepada landasan filosofisnya yang
5 Amiruddin & Zainal, Pengantar Metode
Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Persada, Jakarta,,
2004), Halaman  119
6Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
Cetakan Ke – 5, (Prenada Media Group, Jakarta,
2009), Halaman  96
tertinggi.7 Teori hukum sendiri boleh disebutsebagai kelanjutan dari mempelajari hukumpositif, setidak-tidaknya dalam urutan yangdemikian itulah kita merekonstruksikankehadiran teori hukum secara jelas.8Teori kedaulatan rakyat muncul padazaman Renaissance yang mendasarkanhukum pada akal dan rasio. Dasar ini padaabad ke-18 Jeans Jacque Rousseaumemperkenalkan teorinya, bahwa dasarterjadinya suatu negara adalah ”perjanjianmasyarakat” (contract social) yang diadakanoleh dan antara anggota masyarakat untukmendirikan suatu negara. Adapun teori JeansJacque Rousseau tersebut dikemukakannyadalam bukum karangannya yang berjudul Le
Contract Social. Teori ini menjadi dasarfaham kedaulatan rakyat yang mengajarkanbahwa negara berstandar atas kemauanrakyat, demikian pula halnya semuaperaturan-peraturan adalah penjelmaankemauan rakyat tersebut.9Membahas mengenai demokrasiberarti berbicara tentang rakyat atau wargamasyarakat. Dalam suatu negara, rakyatmerupakan sentral dan sumber kekuasaan,karena pada hakikatnya rakyat adalahpemegang kekuasaan tertinggi, yaitukedaulatan sedangkan demokrasimerupakan bentuk pengejewantahan darikedaulatan itu.10Maurice Duverger11 menyebutkan bahwa;”Demokrasi lahir di kota-kotayunani purba atau dalamgerombolan sosial, dimanapemerintahan mengambil wujuddemokrasi yang disebut ”direk”.Kekuasaan dipegang oleh majelisumm rakyat, yang mengambilsendiri semua keputusan pentingdan mengangkat para ”magistral”yang diberi kewajiban untukmelaksanakan keputusan-
7Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Halaman  254
8Ibid. Halaman  253
9 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), Halaman 110
10Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah kritis teori
Negara Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), Halamn  60
11 Maurice Duverger, Hukum Tata Negara
Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993),
Halaman 10
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keputusan majelis sertamemerintah dalam waktu antarasidang-sidang majelis. Sistemdemokrasi ini menurut Duvergerhanya dapat dijadikan dalamnegeri-negeri yang amat kecildimana rakyat dengan mudahdapat dikumpulkan seluruhnya,sedang hal-hal yang perlu diuruscukup sederhana untuk dapatdiurus oleh rakyat sendiri.”Suatu negara yang menganut sistemdemokrasi dapat dilihat dari ciri-ciri sebagaiberikut :12a. Demokrasi adalah suatu sistempemerintahan yang mempunyaiunsur-unsur  atau elemen-elemen yang saling terkait dantidak dapat dipisahkan;b. Orang-orang yang memegangkekuasaan atas nama demokrasidapat mengambil keputusanuntuk menetapkan danmenegakkan hukum;Kekuasaan untuk mengatur dalambentuk aturan hukum tersebut diperoleh dandipertahankan melalui pemilihan umumyang bebas dan diikuti oleh sebagian besarwarga negara dewasa dari suatu negara.
IV. Hasil Dan Pembahasan
A. Pengertian PilkadaPilkada atau pemilihan kepala daerahmerupakan sarana pelaksanaan kedaulatanrakyat di daerah. Hal ini merupakan bagiandari perkembangan sistem penyelenggaraanpemerintahan Negara Republik Indonesiayang mengalami berbagai perubahan.Perubahan yang dimaksud adalah prinsipotonomi yang berarti keleluasaan untukmengatur daerahnya sendiri pada setiapdaerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada)dilakukan secara langsung oleh pendudukdaerah administratif setempat yangmemenuhi syarat. Pemilihan kepala daerahdilakukan satu paket bersama dengan wakilkepala daerah. Kepala daerah dan wakilkepala daerah yang dimaksud mencakup:
12James Mac Gregor Burns dalam Saifudin,
Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Yogyakarta : FH UII Press,
2009), Halaman 13
1. Gubernur dan wakil gubernur untukprovinsi2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota
B. Pengertian Kepala DaerahPengertian kepala daerah bertumpupada pengertian yang diberikan secarayuridis dalam hubungannya dengan Pasal 18ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkanbahwa gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahanprovinsi, kabupaten, dan kota yang dipilihsecara demokratis. Selain itu Undang-undangNomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah  selakuaturan yang melaksanakan amanah UUD1945 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4)diatas, dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakansetiap daerah dipimpin oleh kepalapemerintahan daerah yang disebut kepaladaerah. Di samping itu, Pasal 24 ayat (2) UUNo. 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwakepala daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) untuk provinsi disebut gubernur, untukkabupaten disebut bupati, dan untuk kotadisebut walikota.13Selanjutnya dalam menentukan tugasdan wewenang kepala daerah yaitugubernur, bupati, dan walikota, oleh UU No.9 Tahun 2015, dalam Pasal 25 mengaturbahwa kepala daerah memiliki tugas danwewenang memimpin penyelenggaraanpemerintahan daerah berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama DPRD. Dalam Pasal21 UU No. 9 Tahun 2015 mengatur hak dankewajiban daerah dalam menyelenggarakanotonomi daerah memakai kata pimpinandalam ayat (6) yang menyatakan memilihpimpinan daerah.Kemudian akan dicoba memberikanpengertian apa yang dimaksud dengandaerah. Dalam UUD 1945 Pasal 8 ayat (1)disebutkan, 'Negara Kesatuan RepublikIndonesia dibagi atas daerah-daerah provinsidan daerah provinsi itu dibagi ataskabupaten dan kota yang masing-masingmemiliki pemerintahan daerah yang diaturdalam Undang-undang.Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 9Tahun 2015, pengertian daerah otonom,
13Ibid
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disebutkan bahwa 'Daerah otonom adalahkesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalamsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kemudian apa yang dimaksud dipilihsecara demokratis. Dalam Pasal 18 UUD1945 digunakan kata dipilih secarademokratis. Penggunaan kata tersebutditafsirkan ke dalam arti gubernur, bupati,walikota dapat dipilih secara perwakilan,yaitu melalui suara terbanyak dalam suatusidang DPRD dan juga dapat dipilih langsungmelalui Pilkada.14Meskipun Pasal 18 ayat (4)memungkinkan dilakukannya pemilihansecara perwakilan, namun pada saat ini telahterbit UU No. 1 Tahun 2015 yang mengaturtentang pemilihan kepala daerah secaralangsung untuk seluruh wilayah NKRIsebagaimana dalam Pasal 24 ayat (5) yangmenyatakan bahwa kepala daerah dan wakilKepala daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) dipilih secara langsungoleh rakyat didaerah yang bersangkutan.Pemilihan secara langsung terhadapkepala daerah dan wakil kepala daerah yangdikenal secara luas dengan istilah 'Pilkada',diselenggarakan oleh suatu badan yangindependen yaitu Komisi Pemilihan UmumDaerah (KPUD) yang bertanggung jawabkepada DPRD.
C. Pelaksanaan Pengawasan Pilkada
berdasarkan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2015Pengawas pilkada memilikikewenangan menyelesaikan sengketapemilihan, prosesnya dilakukan denganmempertemukan para pihak, agar diperolehkesepakatan melalui musyawarah. Hal inidisebutkan pada Pasal 143 Undang-undangNo. 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati dan Wali Kota menjadiUndang-undang sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015.Pengawas pilkada yang akan
14Ibid
mempertemukan para pihak, padaprinsipnya telah melakukan kajian baiklaporan maupun temuan sengketa pemilihan.Dalam mempertemukan para pihak,pengawas pemilu berperan sebagaifasilitator musyawarah, memberikankesempatan yang sama kepada para pihakmenyampaikan permasalahan, tuntutan danalasan. Jika diperlukan, pengawas pemiludapat memberikan saran dan masukankepada para pihak mengenai permasalahanyang disengketakan.15Musyawarah sengketa pemilihanpara pihak selama berlangsung, dapatmencapai sepakat maupun tidak mencapaisepakat. Hasil kesepakatan para pihakdiperoleh dari musyawarah mufakat dantidak boleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan. Apabila tercapaikesepakatan, maka pengawas pemilumenuangkan hasil kesepakatan dalam beritaacara musyawarah penyelesaian sengketapemilihan. Tetapi apabila tidak tercapaikesepakatan, maka pengawas pemilumembuat keputusan melalui rapat plenotertutup, dituangkan dalam keputusanpenyelesaian sengketa pemilihan bersifatfinal dan mengikat. Pada dasarnya, sengketapemilihan dinyatakan selesai apabilamusyawarah telah mencapai mufakat danpengawas pemilu sudah membuat keputusanbersifat final dan mengikat. Selanjutnya,permohonan penyelesaian sengketadinyatakan gugur apabila, pemohondan/atau termohon meninggal dunia,pemohon atau kuasanya tidak datang danhadir dalam pertemuan pertama setelah tigakali dilakukan pemanggilan secara patut dansah oleh pengawas pemilu. Selanjutnya,termohon telah memenuhi tuntutanpemohon sebelum dilaksanakannya prosespenyelesaian sengketa pemilihan, pemohonmencabut permohonannya. 16Sengketa pemilihan merupakanbagian dari pelanggaran pemilihan. Pasal135 Undang-undang No. 1 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015, menyebutkan
15 http://www.riaupos.co/3886-opini-
penyelesaian-sengketa-pilkada.html#.V7-
eLuP7LIU#ixzz4IOou4lv2, diakses tanggal 24
Agustus 2016
16Ibid
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laporan pelanggaran pemilihan meliputipelanggaran kode etik penyelenggarapemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP,adalah pertama, pelanggaran terhadap etikapenyelenggara pemilihan yang berpedomankepada sumpah dan/atau janji sebelummenjalankan tugas sebagai penyelenggarapemilihan.17Kedua, pelanggaran administrasipemilihan diteruskan kepada KPU, KPUprovinsi, atau KPU kabupaten/kota, adalahpelanggaran terhadap tata cara yangberkaitan dengan administrasi pelaksanaanpemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.Ketiga, sengketa pemilihan diselesaikan olehBawaslu. Keempat, tindak pidana pemilihanditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara RI,adalah pelanggaran atau kejahatan terhadapketentuan pemilihan.Pelanggaran pemilihan yang telahdisebutkan di atas, baik temuan pengawaspemilu maupun laporan masyarakat, sama-sama melalui proses kajian. Perbedaanhanya tampak pada mekanisme penyelesaianatau penanganan pelanggaran. Jika sengketaditempuh melalui musyawarah mufakat,maka pelanggaran lainnya (kode etik,administrasi dan tindak pidana pemilihan)dilakukan klarifikasi meminta keterangandari pelapor dan terlapor. Selepas klarifikasimeminta keterangan, pengawas pemilumelakukan kajian dugaan pelanggaran,kemudian mengeluarkan surat penerusandan status laporan.18
D. Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas
Pemilihan Umum dalam
Penyelenggaraan PilkadaBadan Pengawas Pemilihan Umum(disingka tBawaslu) adalah lembagapenyelenggara Pemilu yang bertugasmengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IVUndang-undang Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima)orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri ataskalangan professional yang mempunyaikemampuan dalam melakukan pengawasan
17Ibid
18Ibid
dan tidak menjadi anggota partai politik.Dalam melaksanakan tugasnya anggotaBawaslu didukung oleh Sekretariat JenderalBadan Pengawas Pemilihan Umum.19Tugas dan fungsi BawasluBerdasarkan Undang-undang Nomor 15Tahun 2011 tentang PenyelenggaraanPemilu adalah :201. Bawaslu menyusun standar tata laksanakerja pengawasan tahapanpenyelenggaraan Pemilu sebagaipedoman kerja bagi pengawas Pemilu disetiap tingkatan.2. Bawaslu bertugas mengawasipenyelenggaraan Pemilu dalam rangkapencegahan dan penindakanpelanggaran untuk terwujudnya Pemiluyang demokratis yang meliputi:
a. mengawasi persiapan
penyelenggaraan Pemilu yang
terdiri atas:1. perencanaan dan penetapan jadwaltahapan Pemilu;2. perencanaan pengadaan logistik olehKPU;3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihandan jumlah kursi pada setiap daerahpemilihan untuk pemilihan anggotaDewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPUsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yangdiatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.
b. mengawasi pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang
terdiri atas:1. pemutakhiran data pemilih danpenetapan daftar pemilih sementara sertadaftar pemilih tetap;2. penetapan peserta Pemilu;3. proses pencalonan sampai denganpenetapan anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
19 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Peng
awas_Pemilihan_Umum#Badan_Pengawas_Pemilu
_Provinsi, diakses tanggal 24 Agustus 2016
20Ibid
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pasangan calon presiden dan wakilpresiden, dan calon gubernur, bupati, danwalikota sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;4. pelaksanaan kampanye;5. pengadaan logistik Pemilu danpendistribusiannya;6. pelaksanaan pemungutan suara danpenghitungan suara hasil Pemilu di TPS;7. pergerakan surat suara, berita acarapenghitungan suara, dan sertifikat hasilpenghitungan suara dari tingkat TPSsampai ke PPK;8. pergerakan surat tabulasi penghitungansuara dari tingkat TPS sampai ke KPUKabupaten/Kota;9. proses rekapitulasi hasil penghitunganperolehan suara di PPS, PPK, KPUKabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;10. pelaksanaan penghitungan danpemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan,dan Pemilu susulan;11. pelaksanaan putusan pengadilan terkaitdengan Pemilu;12. pelaksanaan putusan DKPP; dan13. proses penetapan hasil Pemilu.c. mengelola, memelihara, danmerawat arsip/dokumen sertamelaksanakan penyusutannyaberdasarkan jadwal retensi arsipyang disusun oleh Bawaslu danANRI;d. memantau atas pelaksanaan tindaklanjut penanganan pelanggaranpidana Pemilu oleh instansi yangberwenang;e. mengawasi atas pelaksanaanputusan pelanggaran Pemilu;f. evaluasi pengawasan Pemilu;g. menyusun laporan hasilpengawasan penyelenggaraanPemilu; danh. melaksanakan tugas lain yang diaturdalam ketentuan peraturanperundang-undangan.3. Dalam melaksanakan tugas, Bawasluberwenang:a. menerima laporan dugaanpelanggaran terhadap pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;b. menerima laporan adanya dugaanpelanggaran administrasi Pemilu
dan mengkaji laporan dan temuan,serta merekomendasikannya kepadayang berwenang;c. menyelesaikan sengketa Pemilu;d. membentuk Bawaslu Provinsi;e. mengangkat dan memberhentikananggota Bawaslu Provinsi; danf. melaksanakan wewenang lain yangdiatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.4. Bawaslu berkewajiban:a. bersikap tidak diskriminatif dalammenjalankan tugas danwewenangnya;b. melakukan pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaantugas Pengawas Pemilu pada semuatingkatan;c. menerima dan menindaklanjutilaporan yang berkaitan dengandugaan adanya pelanggaranterhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan mengenaiPemilu;d. menyampaikan laporan hasilpengawasan kepada Presiden,Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPUsesuai dengan tahapan Pemilusecara periodik dan/atauberdasarkan kebutuhan; dane. melaksanakan kewajiban lain yangdiberikan oleh peraturanperundang-undangan
V. PENUTUP
A. Kesimpulan1. Pengawas pilkada memilikikewenangan menyelesaikansengketa pemilihan, prosesnyadilakukan denganmempertemukan para pihak,agar diperoleh kesepakatanmelalui musyawarah. Hal inidisebutkan pada Pasal 143Undang-Undang No. 1 Tahun2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang No. 1 Tahun2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati dan Wali Kotamenjadi Undang-undangsebagaimana telah diubah
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dengan Undang-undang No. 8Tahun 2015. Pengawas pilkadayang akan mempertemukan parapihak, pada prinsipnya telahmelakukan kajian baik laporanmaupun temuan sengketapemilihan. Dalammempertemukan para pihak,pengawas pemilu berperansebagai fasilitator musyawarah,memberikan kesempatan yangsama kepada para pihakmenyampaikan permasalahan,tuntutan dan alasan. Jikadiperlukan, pengawas pemiludapat memberikan saran danmasukan kepada para pihakmengenai permasalahan yangdisengketakan.2. Badan Pengawas PemilihanUmum (disingkat Bawaslu)adalah lembaga penyelenggaraPemilu yang bertugas mengawasipenyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia. Bawasludiatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara PemilihanUmum.
B. Saran1. Pengawas pilkada harus dapatmenjadi penyeimbang dalampelaksanaan pilkada agarterselenggaranya pilkada yang jujurdan adil.2. Bawaslu harus lebih pro aktif dalampengawasan pilkada, jangan hanyabertindak apa bila mendapatkanlaporan dari masyarakat
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